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Tentang

Laporan Efisiensi dan Rendemen Kayu Olahan di IPHHK

1. Dasar . Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor

P.15/PHPL-PPHH/2015 tanggal 24 November 2015 menyebutkan :

a. Amar PERTAMA disebutkan "Pefunjuk Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku dan Pemanfaatan Limbah Proses
Produksi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)";

b. Amar KEDUA disebutkan bahwa "Petunjuk dan Penyusunan Laporan
tersebut pada amar PERTAMA wajib dipedomani oleh pemegang IU-IPHHK
aan wajib menyampaikan laporan setiap bulan dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 peraturan ini " ;

C. Amar KETIGA disebutkan bahwa "Apabila pemegang IU-IPHHK tidak
memenuhi  kewajiban tersebut pada amar KEDUA, dikenakan sanksi
administratif sesuai ketentuan yang berlaku".

2. Maksud dan Tujuan :

Untuk memberikan pedoman bagi para pemegang IU-IPHHK dalam

pembuatan dan penyampaian laporan efisiensi penggunaan bahan baku  dan

pemanfaatan limbah proses produksi pada Industri Pengolahan Hasil

Hutan Kayu (IPHHK).

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Berkenaan dengan peraturan Dirjen tersebut diatas, dimohon kepada para pemegang
IU-IPHHK untuk dapat menyampaikan laporan dimaksud secara periodik setiap bulan
dengan format sebagaimana terlampir;

2) Laporan dimaksud pada buir 1, selambat-lambatnya sudah kami terima pada tanggal 10
bulan berikutnya.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Direktur,

- Dr. Ir Ruﬁ ie, M Sc.
NIP 19601207 198703 1 005
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